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SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
PAHET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG MELALUI E-CATALOG

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAK
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REUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor: 027/BM-ALDOK APBD E/0005/11/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanfutnya disebut “Kontrak®) dibuat dan
ditandatangani di Purwokerto pada har Selasa, tanggal Sebelas, bulan Februar tshun dua ribu dua
puluh (11-02-2020) aniara Dr. Tri Kuncore, MMR, NIF. 19650526 199703 | 006: Pangkat/ Crolongan
Pembina Tingkal I/1V.b; Jabatan | Direktur selaku Pejabat Pembuai Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr.
Margono Sockarjo Purwokerto, selaku Pejabet Pembuat Komitmen vang bertindak untuk dan atas
nama REUD Prof. Dr. Margono Sockarjo Purwokerto, yang berkedudukan di JL. Dr. Gumbreg Mo, |
Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911,/060/2020 Tanggal
20 Januari 2020, Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan pada RRUD Prof. Dr. Margono
Boekarfo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan melaksanakan ketentuan
pesal 11 Peraturan Gubermnur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 27 Desember 2019
tentang Pedoman Fenatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanfa Deerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, selanjuinya discbut “PPK"

dan

Ninik Purwanitri Wasisti, N5 [N /-t i Puspowarmno Raya No.23 Semarang
jabatan Direktur Utama PT. Samudra Mediks Jaya yeng bertindak untuk dan atas nama PT.
Samudra Medika Jaya, NPWP, ang berkedudukan diJl. Puspowarno Raya
No.23 Semsrang, berdasarkan a notans Ko, tanggal 13 Oktober 2017 vang di keluarkan aleh
notaris Retno Hertivanti SHselan[utnya discbut "Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

(a} telah ditandatanganinya Kontrak Payung Alet Keschatan antara Hepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LXPP) yang bertindak untulk dan atas nama Pemeriniah
Republik Indonesiadengan PT. Indomedik Niaga Perkasa Nomor 2092 Tahun 2017 tanggal 27
Septerriber 2017;

{b] Selanjutnya, Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebut menunjuk PT. Samudra
Medikn Jaya schagai distributor untuk menyediaksn/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan
RSUD Prof. Dr. Margone Sockarjo Purwekerto schingga bertindak sebagal Penyedia

) PPK telah meminta Penvedia untuk menyediakarn Barang schagaimana diterangkan dalam
Syarat-Syarat Umum Kentrak yang terlampir dalam Kontrak ind [selanjutnyva disebut “Pekerjaan
Pengandaan Barang”|;

id] Penyedia sebagaimansa dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan
sumber dava teknis, serta felah menyetujui untuk menyediaken Barang sesuai dengen
persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ind;

(g1 PPK dan Penyedia menyatakan memilikl kewenangan untuk menandatangani Kontralk ind, dan
mengikat pihak vang divealili;

(0 PPE dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan
Kontrak ini masing-masing pilak:

1] telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi ofeh advokat;

2] menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patui;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4 telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan menglonfirmasikan
semua ketentuan dalam Kentrak ind beserta semua fakia dan kondisi vang terkair,



2

MaKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai
berikut:

1.

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar
Rp. 1.930.505.640,- (Satu milyar sembilan ratus tiga pulubh juta lima ratus lima ribu enam
ratus empat puluh rupiah);

. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama

seperti vang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini
dokumen-dekumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian vang tidak terpisahlan dari
Kontrak ini:
pokok perjanijian;
syarat-syarat Khusus Kentralk;
syarat-syarat umum Kontrak;
spesifikasi tehnis;
Erosur; dan
. dokumen lsinnya seperti : SPPBJ, BAHP
Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen vang
lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen vang lebih tinggi berdasarkan urutan
hirarki pada angka 3 di atas;
Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak vang meliputi
khususnya:
a. PPEmempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
4] meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penvedia;
3] memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana vang dibutuhkan oleh Penyedia untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
1} membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak vang telah
ditetapkan kepada Penvedia;
b. Penyediamempunyai hak dan kewaiiban untuk:
1} menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dad PPE untuk kelancaran
pelaksanaan pekeraan sesual ketentuan Kontrak:
3] melaporkan pelaksanasn pekerjaan secara periodik kepada PPK :
4] melaksanaken dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan
vang telah ditetapkan dalam Kontrak:
3) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
vang dilakukan PPK;
&) menyerahkan hasil pekerjsan sesuai dengan jadwal penyerahen pekeraan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadal untuk melindungi lingkungan tempat
kerjo den mombatasi perusakan dan gangguan kepads masyarakat magpun milikoya
akibat kegiatan Penyedia.

oo e

%, Kontrak ini mulai berlaku efelsif terhitung sejak tanpgal yang ditetapkan dengan tanggal mulai

dan  penyelesaian  keseluruhan pekerjaan  scbagaimana  diatur  dalam  Syarat-Syarat
Umum Khusus Kontrak,

PENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tangeal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentusan peraturan perundang-
undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prof. Dr. Margeno Soekarjo Purwokerto FT. Samudra Medika Jaya
Pejabat Pembuat Komitmen [PPK) -

Pembina Tinghat | " Direktur Utama
KIPF. 19650526 199703 1 008




Lampiran Surat Perjanjian Nomer :

027 /EM-ALDOK APBD E /0005, 1172020, Tanggal 11 Februari

2020
Spesifikasi Tehnis Barang
Mama Barang | Satuan | JML Spesifikasi Teknis

Mama Earang Linit 6

Merk : Mifon Madal/ Tyae TR

Kohden Brand i | Mihen Kohden

Mama Produk | Display : | 113" touch soreen

oM TE23 Ressiution : | B30 x GO0 dois

+IBP+&100O2 Wineforms 1 | Upta & Wawetarm
Parameters : | ECG, Respiwation, NIBP, SpO2, Tenpersture, 1BF, stCOZ
Ternparature acks 1| 2
Pregs socket : [ 3
002 socket (different with Press
Facked) o
LG socksl A T ]
MISF sockab il
SPOT schet Y
waler reststantfwashakie $202
S s - Yes

Y5, #n eperation use full iouchsoreen, except for

Full tuuch screen Sparaton power butlen

120 howrs of ane ECG wans [or Spdd # £0G & not

Saved Waves | measured)
| Trend Graph 1 | 120 howrs
Numsiric Valag List i | 120 howrs
Arrhytrnis recall : | 130 hours - ]
Alarm Histary : | 130 houss — ]
Battery Diperation time = | Ghaurs
Cimensions = | 330w x 270 Hx 185 D mm
Wit L
| LT Dutput 1| Yes

_Cannect bo HIS (HLT sys5taen}

e, if wang HL-T Output {ceenect directhy from pathent
manitar]

Li-Hat Dutput

Yai

+ | ¥es, il using |S-hit Qutput

Interbad function
i viewed bed wsing interbed
fonctiaon B, if using LS-Net Dutpit

| Cnicred guce wsing picturs tes
-ln'hmh Ihumm -y Ll -
Age Inchaded
3 Leadwirg ECG Cannection Cable T 1
Dsposible ekectde 35 mm 1 pauch
FH02 Adult inger sensor Cosmection
Cord lpc
Air hase NiDe ipc
MUEF Cuft = B Pesil Adul, 1 Padiatric, § Infaat)
Temperature Probe dise r ipe
Battery pack i odpc
Powgr Coed Podpe
|E# Connection cord 1pc
CDZ sensor ke lpc

Aoy adapter inlubsted patient
Mask adapter for non infubkated
patiee

Mebaok intertace

2 st {infenl & »>Tig patien)

3 po [Adult, child, infans)
Inciuded

Untuk dan atas nama
RSUD Pref. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. Samudra Medika Jaya

Direktur Utams




DAFTAR KUANTITAS BARANG DAN HARGA

__Nama Alat Kesehatan Satuan  Kuantitas | HargasSatuan | .., Harga (Rp.)

Mo, | Merk / Nama produk (Rp.)
1 | Bedsida Monitor Unit 5] | 321.750.940,00 1.830.50:5.640,00

‘Merk - Nihon Kohden

MNama Produk : S'vM TG23
+|BP+atCO2

JUMLAH TOTAL (Rp.) | 1.630.505 640,00

| Terbilang : Satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima ribu enam ratus empat puluh rupiah

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
REUD Prof. Dr. Margono Soelarjo Purwokerto PT. Samudra Medika Jaya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

i ingka
NIP/19650526 199702 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
JI. Dr. Gumbreg No. 01 Purwckerto 53146
Telp. {0281) 832708 Fax. (0261) 631015 F-mail : rsmargono @iatengprov.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A, KETENTUAN UMUM

b 7

Definisi

Istilah-istilah vang digunakan dalam Syarat-Svarat Umum Kontrak ini harus
mempunyai arti atau afsiran sepertt vang dimaksudkan sebagai berilout:

1.1 HKatalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi
elektronik yvang memuat daftar, jenis, spesifikasi telmis dan harga
barang tertentu dari berbagal Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah

1.2 E-Purchasing adalah tata camm pembelian Barang/Jasa melalui sistem
katalog etoktranik.

1.3 Barang adalah setinp benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, vang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan olsh Penpguna Barang;

1.4 Pengguna Anggaram yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
permegang kewenangan penggunasn | anggaran | Kementerian
Lembaga, Satuan Kerja Peranghat Daerah atau Pejabat vang disamakan
pada [nstitusi lain Pengguna APBN/ AFBD;

1.5 HKuasa Pengguna Anggaram vang selanjuinva disebut EPA adalah
pejabat yang ditetapkan olch PA untuk menggunakan AFBN ataa
ditetapken Kepala Daerah untuk mengpunakan APBD;

1.6 Pejabat Pembuat EKomitmen yang selanjutnya disebur PPE adalah
pejabat yang bertangeung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang,

1.7 PanitiafPejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalsh panitia/psjabat
vang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima
hasil pekerjaan;

1.8 Aparat Pengawas I[ntern Pemerintah ataw pengawas intern pada
mstitusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat vang
melaliukan pengawasan melalui awdit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegintan pengawasan lain terhadap penyvelengparaan tugas dan
fungsi organisasi.

1.9 Penyedia adalsh badan usaha afall grangperseorangan yang
menyediakan barang;

1,10 Surat Jaminan yang selamputnya discbut Jaminan, adalah jaminan
tertulis yang bersifat mudeh dicaitkan dan  tidak bersyarat
funconditional, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan / Pertusahaan Asuranai vang  diserahkan oleh
peserta penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiten
peserta/ penyediag

1.1l Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wvang selanjutnve
disebut Koatrak adalah perjanjian tertuliz antara PPK dengan Penyedia
dan mencakup Syarat-Byaral Umum Kontrak (S5UK) ini dan Syarat-
Syvarat Khusus Hontrak (SSKK) serta dokumen lain vang merupakan
bagian dar] Kot

1.1 Riai Kontrak adalah rotal harga vang tercantum dalam Kontrak,
1.13 Hari adalah hari kalender;

114 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran] adalah daftar
kuantitas yang telsh diisi harga satuan dan jumlah biava
keseluruhannys yang merupakan bagian dari penawaran;



1.16

1.17

1.20

1.21

1.23

1.23

Harga Perkiraan sendiri (HPS|adalah perhitungan perkiraan biava
pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pernbuat Komitmen [FPK),
dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data vang dapat
dipertanggungiawabkan serta digunakan oleh Pokia ULP wntak menilai
kewgjaran peniwaran termasuk rinciannya;

Pekerjaan utama adalsh jenis pekerjaan yvang secara langsung
menunjang terwujudnya dan  berfungsinya suatu  barang  sesuad
peruniukannya yang ditetapkan dalem Dokumen Pengadaan;

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal vang menunjukkan
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesalkan pekerjaan,
terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan
dapat dilaksanakan.

Masa Hontrak adalah jangka wakiu berlakunya Kontmk ini terhitung
sejuk tangeal penandatangénen kontrak sampai dengan serah terima
barang.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulal kerja penyedia yang
dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) vang diterbitkan oleh Pejabat
Pembual Komitmen (PPE).

Tanggal penyclesaian pekerjuan adalah  tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima peketjaan
vang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPE).

Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-
syarat khusus kentrak dan merupakan tempal dimana Barang akan
dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen [FPK),

Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengsn istilah
pengiriman vang digunakan.

8PP adalah Surat Perintah Pembayvaran yang diterbitkan oleh PPK dan

merupakan salah samz tahapan dalam mekanisme pelaksanaan
pembavaran atas beban APBN/APBD

8SUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerfaan pengadaan
barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentusn-ketentuan dalam
Dokumen Kontrak lain yang lebith tingpd berdasarkan urutan hierarki dalam
Surat Perjanjian.
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4.1

4.2

4.3

Bahasa kontrak dalam bahasa Indonesia.
Hukum vang digunakan adalah hulum vang berlalm di Indonesia.

Bordasarkan etika pengadaan barang/jesa pemerintah, para pihak

dilarang untul:

A, menawarkan, menerima stau menjanjikan untuk memberd atau
menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atsn melakukan
tindelean [ainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diletahui
atan patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini:

b. membust dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen
dan/atau keterangan lain yang disvaratkan untuk penvusunan dan
pelaksanaan kontrak ind

Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semus
anggota Kemitraan /K50 apabila berbentuk Kemitraan/KS0O) dan sub
penyedianya (jika adaj tidak akan melakukan tindakan yang dilarang
diatas.

Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-

larangan diatas dapet dikenaken sanksi-sanksi administratii sebagai

berilout:

a. Pemutusan Kontrak,

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor scbagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

c. Hisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia (jika ada); dan

d. Dimasukkan dalam daftar hitam



5. Aesal Barang

densi

7. Wakil sah
para pihak

8. Pembukuan

9. Perpajakan

10. Pengabai-
k]

11. Penyedia
Mandiri

44  Pengenaan sanksi administratif diates dilaporkan oleh PPK kepada
Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Fimpinan [nstitusi,

45 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipusn dikenakan sankesi
berdasarlcan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Penyedia harus menyvampaikan asal material/bahan vang terdirl dari
rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang dipercleh, antara lain tempat
barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

2.3 Bamng dindakan harus diutamaken barang veng manufaktur,
pabrikasi, perakitan, dan penvelesaian akhir pekerjuannya dilakukan
di Indonesia [produksi dalam negeri.

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa
barang, jasa, ataw gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam
negeri (impor] maks penggunaan komponen impor haris sesuai dengan
besaran THKDN yang tercanium  dalam  Daftar  Inventarisasai
Barang/Jasa produksi Dalam Negeri vang diterbitkan oleh Kementerian
yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam
Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi
harga| vang merupakan bagian dari Penawaran Penvedia.

Semua pemberitabuan, permohonan, alau persetujuan berdasarkan Kontrak
ini harus dibuat secara rertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSUK, atau jilka disampaikan melalui surat tercatat, e-mail
dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat vang tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehlmn untuk dilakukan,
dan setiap dokumen vang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat
berdasarkan Kontrak ind oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau
dibuatl cleh pejabat vang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia
perssorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat
dan sistematis sehubungan dengan pelakeanaan pekerjaan ini berdasarkan
standar akuntansi yang berlaku,

Penyedia, Subpenyedia [jilka ada), dan Personil yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajukan atas pelaksanaan
Kontrak ini. Semus pengelusran perpajakan ini diangsap teleh termasuk
dalam Nila: Konirek.

Jika terjadi pengabaian oleh satn Pihak terhadap pelanggaran ketentuan
tertenitu Kontrak oleh Pihak vang lain maka penpgabaian tersebut tidak
menjadi pengabaian yang torus-menerus selama Masa Kontrak atau seletila
menjaci pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan vang lain, Pengabaian
hanya dapat mengikat jika dapar dibulktiban secara tertulls  dan
ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengahaian.

Penyedia berdasarkan Hontrak ini bertanggungiawab penuh  terhadap
porsonil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan vang dilakukan oleh
mereka

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

12. Jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

12.1 Kontrak ini berlaku efektii pada tanggal prnandatanganan Surat
Perjanjian oleh para pihak atau pada tenggal yang ditetapksn dalam
SEKK;

12,2 Waktu pelakssnaan kontrak adalah jangka waktu vang ditentukan
dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejek tenpggal mulai
kerja yang tercantum dalam SPME:

12.3 Penyedin harus menvcicaaikan pekerjaan  sesuai jadwal veng
ditentukan dalam SSKEK,



12.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
seauni jadwal karera keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia
telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksansan tugas penyedia dengan
adendum kontralk

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

13. Program
Mutu

14. Rapat
Persiapan

Kontrak

15. Lingkup
pekerjann

16. Standar

17. Pengawasan

Pekerjaan

18. Perintah

19, Pengepakan

20, Pengiriman

13.1 Penyedis apabila diperiukan akan menverahkan program mutu pada
rapat persinpan pelaksanasn kontrak untuk disstujui aleh PPE

13.2 Program mutu dizusun aleh penyedia paling sedikit berisi:
. informasi pengardaan barang;
organisasi kerja penyedia;
. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
. prosedur instruksi kerja; dan
pelaksana kerja.

13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisl lapangan.

13.4 Penyedia berkewszjiban untuk memutakhirkan program mutu jika
terzadi adendum kontrak dan peristive kompensasi.

13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjuksn perkembangan
kemamuan setiap pekerjaan dan dampaknya terbadap penjadwalan
sien pekerjman. Pemutakhiren program mutu harus mendapat
persetujuan dari PPK.

13.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah lewajiban
kontraktual penyedia.
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14.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitian 8P dan ssbelum
pelaksanaan pekerjpan, apabila dipsrickan PPEbersama dengan
Penyedia menvelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontralk,

14.2 Beberapa hal yeng dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:

. Pprogram mutu;

organisasi kerja;

tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

Jjadwal pelaksanaan pekerjaan;

penyusunan rencana dan pelaksanssan pemeriksasn  lokasi

pekerjaan, apabila ada;

Rincian rencana péngiriman dan rencans pabrikasi barang, jika

barang yang aken diadekan memerlukan pabrikasi,

spogp

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengsn daftar kusntitas dan
harga

Penyedin harus menyediakan barang vang memenuhi spesifikasi dan
standar yang ditetapkan dalam Spesifikeai Teknis dan Gambar yvang
disusun berdasarkan standar vang diletapkan dalam SSKE.

17.1 Selamn berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jiks dipandang
perlu dapal mengangkat Pengawas Pekerjgan vang berasal dari
personil PPK. Penpgawas FPekerjaanberkewajiban untukmengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

17.2 Dalam melaksanakan kewajibannye, Pengawas Pekerjaan selala
bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKE,
Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Penyedia berkewajiban untuk meleksanskan semus perintah Pengawas

Pekerjaan yang sésuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam
kontrak ini.

Penyedia berkewajiban alas tanggungannya sendiri untuk mengepak
Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari
resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada
saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempet Tujuan Akhir,

20.1  Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang
sesual dengan fadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan
dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKEK.



21. Asuransi

22. Transportasi

23. Risiko

24, Waktu
Penyelesalan
Pekerjuan

25 Perpamjangan
Waktu

B.2 Penyelesaian Hontrak

26 Serah Terima
Barang

20.2
20.3

22.1

2.2

Sarana transportas vang dipakai dintur dalam SSKEK.

Untuk bareng-bareng vang mudah rusak atau berisiko tinge,
penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara
PENANZATIATNTIVA.

Penyedia harus mengasuransilkan pengiriman barang-barang sesuat
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku
dan ketentuan yang tercantum dalam SSKEK

Asuransi lerhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat
Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

Penyedia bertanggung jawab untuk mengetur pengangkutan Barang
[termasuk pemuatan dan penyvimpanan) sampai dengan Tempat
Tuajuan Pengiriman.

Transporiast Harang harus diteruskan sampai dengan Tempat
Tujuan Akhit sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Semua reaiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada
pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat
Tujuan Pengiriman.

24.1

242

243

24.59

25.1

25.2

26.1

26.2

26.3

20.9

Kecuali Kontrak diputuskan lebdh awal, penvedia berkewajiban
menyelesaikan  pekerjsan  selambat-lambatnva pada  tangeal
penyelesaian yang ditstapkan dalam SSKK.

Jika pekerjsan tidak selesal pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau Peristiva Kompensasi atau karena
kesalahan ateu kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan
denda,

Jika keterlambatan tersebut semata-mata  disebabkan  aleh
Peristiwa Kompensas! maka PPK dikenakan kewajiban pembayvaran
ganti rugi. Dends atan gant rog tidak dikenakan jika Tanggal
Penyelesaian disspakati olsh Para Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyclesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingea penyelessian pekerjaan
akan melampaai Tangeal Penyelesaian maka penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Tanggal Penvelesalan berdasarkan
data penunjang PPK  berdasarksn  pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelessian Pelkerjaan sccara
tertulis, Ferpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan
melalui adendum Kontrak jika perpanjangan terashut mengubah
Mesa Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah
meneiapkan ada tidaknya perpanjangan dan unik berapa lama,
dalam jangks waktu 21 [dua pulub satu) hari setelah penyedia
meminta perpanjangan, Jika penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dim atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama
untuk mencegah kelerlambatan maks keterlambatan seperti ind
tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal
Penyelesaian.

Setelah pekerjean sslesai 100% (seratus perseratusl, penvedia
mengajukan permintsan secara  tertulis Kepads PPE untuk
penyerahan pekerjaar;

Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan
dalam S8KK.

Dalam rangka penilajan hasil pekerjaan, PPK menugaskan
Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pejabat/Penitia Penerima Hasll Pekegaan melakukan penilaian
terhadap hasil pekerjaan vang telah diselesaikan olch penyedia,
Apabila terdapat kelurangan-kekurangan danfalau cacat hasil
pekerjaan, Pejabar/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
menyampaikan  kepada PPK  untuk meminta penyvedia
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bebas Cacat
Mutu/

28 Layanan

B.3. Adendum

29 Perubahan
Eontrak

memperbaiki; menyelesaikannya,

26.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untulk
memeriksa  kebenaran  dokumen  identites  Barang  dan
membandingkan  kesesuaiannya  dengan dokumen  rincian
PET TN .

256 Jika identitas Barang tidak scsuai dengan dokumen rincian
pengiriman Pejabat/Panitie Penerima Hasil Pekerjaan dapat secars
langsung  meminin  Penyedia melakukan pemeriksaan serta
pengujian (jika diperfukan) Barang.

26.7 Jika Barang dianggap tidok memenuhi persyaratan Kontrak maka
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjman  berhak untuk menclak
Barang tersebut.

26.8 Alas pelaksansan serah térima Barang, Pejabat/Panitin Penerima
Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah lerima yang
ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan
Penyedia.

26,9 Penilaian hasil pekerjsan, dilaksanakan oleh Panitia /Pejabat
Penerima Hasil Pekeruan,

26.10 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a. seluruh hasl pekerjaan dilaksanakan sesuai dengsn ketentoan
Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil
FPekerjaan; dan

b, Penyedia menyerahkan sertifikar garansi kepada PPK (apabila
diperlukan)

26.11 Jiks Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman
bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

27.1  Penyedia denpan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika
ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan
secara wajar olsh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yvang
disebablkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

27.2  Jaminan bebas cacal mulu ini berlaku sampai depgan 12 (dua
belas) bulan setelah serah terima Barang.

27.3  PPK akan menyampalkan pemberitahuan cacat mutu kepada
Penyedia segrra setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama
Masa Garansi Barang.

27.4  Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam
Jjangka waktu yang disepakati PPK dan Penyvedia.

27.5  Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat
cacat muln dalam jangka waktu vang ditentukan maka PPK akan
menghitung biava perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan
melakukan perbaikan tersebut  Penyedia berkewajiban untuk
membayar hiava perhaikan atau penggentian tersebul sesuai
dengnn klaim yang diajuksn secara tertulis oleh PPK. Biaya
terschut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tegihan atau jaminan
pelaksansan Penyedia,

27.6  Terlepus dari kewajiban penggantinn  biaya, PPK  dapat
memasukkan Penyedia vang lalai memperbaiki cacat mutu ke
dalam daftar hitam.

Penyedia harug melaksanakan beberaps atay semua layanan lanjutan
sebagaimana tercantuem dalam SSKK

29.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

29.2 Perubahan Kontrakdapat dilaksanakan apabila disetujul oleh para
pitak, meliput:
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32 Perubahan

20.3

29.4

a. perubshan pekerjaan disebabkan oleh sesustu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah
lingkup pekerjaan dalam kontrak;

b. perubshan jadwal pelaksanasn pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan atau

. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubaban pekerjaan,

perubshan  jadwsl  pelaksannon  pekerjaan  danfatau
penyesuaian harga.

Perubshan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 30.2 tidak
dapat dilakukan anok kontrak lump sum dan bagiarn lnump sum dar
kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk
Panitiaf Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kentrak atas usul PPK.

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kentrak Harga Satuan atau Kontrak

Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan vang

signifikan  antara  kondisi lokasi  pekerjaan/lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yvang ditentukan dalam

Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang
meliputi antara lain:

1]

2
3

4

menambah atay mengurangi volume pekerjasn yang tercantum
dalam Kontrak;

mengurangl atsu menambah jenis pekerjaan;

menguhah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan,
dan/atauy

melaksanakan pekerjgan tambah wvang belum tercantum dalam
Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus memperimbangkan tersedianya anggaran dan
paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dar nilai Kontrak awal;

c. Perintah perubahan pekerjasn dibunt oleh FPPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengocu pada ketentuan yeng tercantum dalam Kontrak
awal;

d. Hagll negosiasi tersebut dituangkan dalam Berite Acara sebagat dasar
penyusunan adendum Koentrak.

al.a

8

al.4

Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum
dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubshan jadwal dalam
hal terjadi perpanjangan wakiu pelaksansan dapat diberikan oleh
PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut:

a. keterlambatan yeang discbabkan oleh PPK;

b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia: danfatau

¢. keadaan kahar.

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan
Kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan wakw pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan termulis vang dinjukan oleh
penyedia,

Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Perubahan nilai kontrak sebagai akibal perubshan pekerjaan dengan

Nilai Kontrak ketentuan perubshan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling

33 Pengertian

33.1

33.2

tnggi 10% [sepulub perseratus) darl nilaf kontrak awal
B.4. Keadaan Kahar

Yang dimaksud Keadsan Kehar dalam Kontrak inl adalab suatu
keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingpa kewsjiban wvang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputs:

3. Bencana alam;

b. Bencana non alam;

. Bencana sosisl;



d. Pomogokan;

&, Kebakaran: danjatau

f. Gangguan industrl leinnva sebagaimana dinpatakan  melalui
keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

33.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan
kepada PPE paling lambat 14 [empat belas) har ssjak tedadinya
Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernvatasn Keadaan Kahar
dari pejabat yang berwenang, eesusi lketentuan peraturan
perundang-undangan.

334 Tidak termasuk Keadaan Kahar sdalah hal-hal vang merugikan
akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

33.5 Jangka wakio vang ditetapkan dalam Kontmak untuk pemenuhan
kewajiban Pihak vang tertimpa Keadaanr Kahar harus diperpanjang
sckurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinys Kontrak
akibal Keadaan Kahar.

33.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan
gamentara hingga Keadoan Kahar berpkhir dengan leetentuan,
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesusl dengan
prestasi ataw kemajuan pelaksanaan pekerjoan vang telah dicapai.
Jika selama masa Keadasn Kahar PPK memerintahkan secara
tertulis kepads Penyedia untuk mencruskan pekerjaan sedapat
mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sehagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian
iaya yang wajar sesual dengan yang telah dikeluarkan untuk
belkeria dalam situasi demikzan, Penggantian biava ini harus diabar
dalam suat adendum Kontrak.

34 Bukan Cldera 34.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang

Janji

35 Perpanjangan
Waktu

36 Pembayaran

ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau

wanprestasi  jika ketidakmampuan tersebut dialdbatian oleh

Keadaan Kahar, dan Pihak vang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semus tindakan wvang sepatutnya  untul
memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b, telah memberntahukan secara terrhiubis kepada Pihak lain dalam
Komtrak selambat-lambatnva 14 |empat belas) hari sejak
terjadinya Keadasn Kahar, denpgan menyertakan salinan
pernvataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihalk/instansi
vang berwepang sesuai  ketentuan peratumn | perundang-
undangan.

34.2 Keterlambatan pengadasn akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan
sankal.

Jangka wakmn yang ditetapkan dalam Kontak wuntuk pemenuhan
kewajiban Plhak yang tertimpa Keadasn Kahar harus diperpanjang
sekureng kurangnyva sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak
akibal Keadaan Kahar,

Pada saat terjadinya Keadaan HKahar, Kontrak ini akan dihentikan
sementara hingga Keadaan Kabar berakhir dengan ketentuan Penyedia
berhak untuk menerima pembayaran sesual dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanzan pengadszsn vang telah dicapai. Jika selams masa
Headaan Kahar, PPK memerintahkan sccara tertulis kepada Penyedia
untuk manerus.km pengadaan sedapet mungkin maka Penyedia berhalk
untulk mencrima pembayaran ae'baga.imana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat  penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian,

B.S. Penghentian dan Pemutusan kontral

37 Penghentian

Hontrak

38 Pemutusan
konirak

371 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekegaan sudah
sclesai atau terjadi Keadaan Kahar,

37.2 Dalam ha! Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada

penyedia sesual dengan prestasi pelkerjaan vang telah dicapai sampai
dengan tanggal berlakunva penghentian kontrak.

Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehpihak PPK atau pihak Penyedia
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41

40.3

Menyimpang dart Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui

pemberitahuan tertulis kepada Penvedia setelah terjadinya hal-hal

sebagai berikut:

a, kebutuhan berang tidek dapat ditunda melebihi  batas
berakhimya kontral;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan  walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 30 [lima puluh] hari kalender sejak
masa berakhirnva pelaksanaan pekerjaan untuk menvelesaikan
pekerjann;

¢, setelah diberikan hesempatan menyelesailan pekerjaan sampai
dengan 50 (ma puluh) han kalender sejak masa berakblrnva
pelaksanaan  pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat
menvelesaikan pekerjaan,

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanaken kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannyva dalam janghka waktu vang telah
ditetapkan,

. Penyedia pagel mengirimkan Berang sesuai dengan Jadwal
Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya
terhadap bagian tertentu dar pengadaan vang pagal dikinimkan
atau diselesalkan. Dalam hal terjadi pemutusan, FPEK dengan
caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal
dikinmkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk
menggantl selisth biaya (jike ada) yvang dikeluarkan oleh PPK di
atas Nilai Kontrak ini untuk memasck Barang tersebut. P':nyﬂdia.
tetap berkewmjiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain
dart pengadaan dalam Kontrak ind vang tidak diputuskan;

{. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

g Penvedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan
Pelaksanaan;

h. Penyedia terbultd melakukan KEN, kecurangan dan/fatau
pemalsuan dalam prosss Pengadaan vang diputuskan aleh
instansi yang berwenang; dan/atau

i pengaduan tentang penyimpangan presedor, dugsan KKN
dan/atau pelanggaran  persaingan sehat dalam  pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dialam hal tegjadi pemuiusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

penyedia:

a. sisa Uang Muka harus dilunasi cleh penyedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan {apabila ada);

b, penvedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat
pemutusan  kontrak terhadap bagian kontrak vang belum
diselesaikan);

¢, penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan) atau;

d. FPX membayar kepada penyvedia sesuai dengan pencapaian
prestagi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampal dengan
tanggal berlakunyva pemutusen kontrak dikurangi denda
keterlambatan yang harus dibayar penyedia [apabila adal, seria
penyedia menyerahkan scmua hasil pelaksanaan kepada PPR dan
selanjultiya menjad: hak milik PPK.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Uncang-Undang
Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui
pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitlean

SPP untuk pembavaran tagihan angsuran sesual dengan yang
disepakat] sehagaimana tercantum dalam S8KK;

Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselizihan. Dalam hal inl pemutusan
kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 [tHiga puluh) hari setelah
penyvedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada FPE.

Kejadian schbagaimana dimaksud angka 40.2 adalah :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penvedia fidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesual ketentuan dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
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40,4 Dialam hal pemutusan Kontrak, make PPK membayar kepada
penyvedia sesusi dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
PPk sampai dengan tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurangi
denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada),
serta penyedia menyerahlan semua hasil pelaksanaan kepada PPK
dan selanjutnva menjadi hak milik PPK.

Dalam  hal pemutosan  Kontrak  dilakukan  karens PP terlibat
penyimpangan prosedur, dugaan KKN danfatau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi
berdasarkan perundang-undangan.

HAHK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

Hak dan
Hewajiban
Penyedia

Penvedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

a, menerima pembavaran unluk pelaksanaan pekerjaan sesual dengan
harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. berhalk meminta fosilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dart PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesual ketentuan
kontrak;

. melaporkan pelaksansan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan vang telah ditetapkan dalam kontralk:;

e melaksanakan dan menvelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat
dan penub tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala
pekerjaan  permanen maupun  sementara yang  diperiukan  untuk
pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yvang dirinc dalam
kontrak;

f. memberiken  keterangan-keterangan  yang  diperluken  untuk
permeriksaan pelaksanaan yang dilakulan PPK:

g. menverahkan hasil pekernaan sesual dengan jadwal
peloerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangpuan
kepada masyarakat maupun miliknva akibat kegiatan penyedia,

Q.

penyeraban

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup
Pengadaan, dan Jadwal Penginman dan Penvelesaian.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan den  menginformasikan
dokumen konirek ateu dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak wuntuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis
dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari FPK.

Peavedia berkewnjiban untuk melindungl Pejabat Pembuat Komitmen dari
segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hek Atas
Kekayaan Intel=ktual (HAKT) oleh penyedia.
46.1 Penyedia berkewajiban umtuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas PPR beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan bisya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinye
(kecunll kerugian vang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalsian berat PPE) schubungsn dengan klaim
vang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai
Kerja sampal dengan tanggal penandatanganan berita acara
penyerahan akhir:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,
SubPenyedia (jika ada|, dan Personil;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

Terhitung sejak Tengegal Mulai Kerja sampai dengan  tanggal
penandatanganan berita acara penverahan awal, semua rsiko
kehilangan afau  kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan
Perlengkapan merupakan risiko penvedia, kecuah kerigian atau
kerusakan tersebut diakibatikan oleh kesalahan atau lelalaian PPK.

46.2

46,3 Peranggungan asuransi yang  dimiliki  oleh  penyedia  tidak

membatasi kewajiban penanggungan dalam syvarat ind.
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Tindakan
Penyedia
yang
mensyaratika
0

Persotujuan

Denda

Laporan Hasdl
Pekerjaan

Dokumen

46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadep Hasil Pekerjuan atau Bahan
vang menvatu dengan Hasil Pekerjaan selama ‘l‘angg,al Mulai Kerja
dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau dipecbaiki
oleh penvediz atas tanggungannya sendirl jika lehilangan atau
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalajan penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu  persetujuan
tertulis PPK sebelum melakukan tndakan-tindakan bertkut:

a. mensubkontrakkan schagian pengadaan Barang ini;

b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

c. tndakan lain vang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewsiiban ontuk membayvar sanksi finansial berupa denda
sebogal akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban
Penyedia dalam Kontrak inmi. PPK mengenakan denda dengan memotong
pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tdak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyvedia.

49.1 Pemeriksaan pekerjasn dilakukan sclama pelaksanssn Kontrak
untuk menetapkan volume pekeraan atas kegiatan yang felah
dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan, Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekénaan.

49.2  Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan
realisasi mmengenai selurub aktivites pekerinan.

49.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila
diperiukan diperiksa oleh konsulian dan disetujui oleh wakil PPK.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-
dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersispkan oleh penyedin
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnva merupakan hak milik PPK. Penyedia
paling lambat pada wakmn pemutusan atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban untuk menyverahkan semua dokumen dan piranti lunak
teraebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedio dapat menyimpan
1 {satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di
kemudian hari diatur dalam SSEK.

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Hak dan

HKewajiban
PPK

Peristiwa
Kompensasi

PPK memiliki hak dan kewsjiban :
a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
b. meminta  laporan-laporan  secarn  periodik  mengenal  peloaksanann
pekerjasn yang dilakukan oleh penyedia;
o membayar pekerjaan sesusi dengan harga yang tercanium  dalam
kontrak vang telah ditetapkan kepada penyedia;
. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
membayar vang muka (apabila diberikan);
memberikan inatruksi sesuai jadwal, dan
membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedin terhadap
tunititan hukum, tuntutan lainnva dan tanggungsn vang tmbul karena
kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak vang dilakukan PPK,

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana  atau
leemudahan lanova untuk  kelancaran  pelaksanaan pengadaan
schagaimana yang tercantum dalam SSKK,

53.1 Penstiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal
sebagai berkut:

a. PPK mengubah jadwal vang dapat mempengaruhi pelaksanaan
pekerjaan;

b. keterlambaten pembayaran kepada penyedia;

c. PPE tidek memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instrukal sesuai jadwal vang dibutuhkan;

d. PPK menginstruksikan kepada pihak p:n}ltd.m untik melakukan
pengujian  tambahan vang sewlah dilaksanakan penguiian
termvata tidak ditemubkan keruaalan /kkegagalan [ penyimpangon;

. PPK memerintahkan penundasan pelaksanaan pekerjaan;

f. ketentuan lain dalam SSKK.

Moo

53.2 Jika Peristiwa Hompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan
danfatau  keterlambatan penyelessian  pekerjaan maka PPK
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55.4

93.9

berkewajiban untuk membavar ganti rugl dan/atau memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian pelerjaan.

Ganti rugl hanva dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan  perhitungan kompensasi vang diajukan oleh
penyedia kepada PPE, dapat dibuktiken kerugian nyata alkibat
Kompensasi.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sshingga penyelesaian pekerjaan
akan melampaui Tangeal Penvelesaian maka penyedia berhak
untuk meminta perpanjangan Tanggsl Penyelesaian berdasarkan
data penunjang. Perpanjangan  Tangeal Penyelesaian harua
dilakukan meiahui adendum Kontrak jika perpargangan tersebut
menguhah Mass Kontrak

Penyedia tidalk berhak atas ganti rugi den/ atau perpanjangan
walkitu penvelesaian pekenaan jike penvedia pagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantizipasi atau mengatasi
dampak Peristiwa Kompensasi

E. PEMBAYARAN HEPADA PENYEDIA

55 Harga 55.1
Hontrak

55.2

553

56 Pembayaran 36.1

96,2

FPE membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam
kontrak scbesar harga kontrak.

Harga konirak releh memperbitungkan keuntungan, beban pajak
dan biava overhead seria biaya asuransi vang meliputt juga biaya
keselamatan dan kesehatan kerja.

Rincian harga kontrak sesuad dengan rincian yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga

Prestasi pokerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan vang disepakati dilakulkan
olsh PPK, dengan ketentuan:

1) penvedia tfelah mengajukan tagihan disertai laporan
kematuan hesil pekerjaan;

2) pembeyvaren dilakukan secara ackalipus, sesoai ketentuan
dalam S3KK;

3) pembavaran harus dipotong angsuran uang muka, denda
{apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

4) untuk kontrak yang mempunyal subkontrak, permintsan
pembayaran harus dilengkapi bukii pembayeran kepada
seluruh sub penvedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyvelesaian pembavaran hanva dapat dilaksanekan sctelah
barang dinvatakan diterima sesual dengan berita acara serah
terima barang dan bilamana diangeap perla dilengkapi dengan
Lerita acara hasil uji coba.

e. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) har keria setelsh pengajuan
permintaan pembayaran darl penyvedia haras sudah mengajuloan
Surat Permintzan Pembavaran (SFF] kepada Pejabeat
Penandatangan Surat Perintah Membayar [PPSPM).

d. bila terdapst ketidaksesusmian dalam perhitungan angsuran,
tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, PPK
dapal memints penyedia untuk menvampaikan perhitungan
prestasi sementara  dengan mengesampmnglkan hal-hal yang
sedang menjadi perselisinan dan besarnyva tagihen yang dapat
digsetiyjul untuk dibayar setinggi-tingginve sesual kelentuan
dalam SSkE.

Danda. dan panti rugi
denda merupakan sanksi finansial yang ditenakan kepada
penyedia karena terjadinya cidera janji;/wanprestasi;
b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenaken kepada
PPH karena terjadinya ciders janji/wanprestasi;
¢, besarnyva denda yang dikenakan kepada penvedia atas
keterlambatan  penyvelesaian  pekerjaan untuk  setiap  hari
keterlambatan adalah:
1/1000 (satu perseribu) atau maksimum 5% dard harga
kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan
belum berfungsisesua vang ditetapkan dalam SSKK;
d. besarnys gantl rug yang dibayar oleh PPK atas keterlembatan
pembayaran adalah sebesar bunga dar nilal tagihan yang
terlombat  dibayar. berdasarkan tingkat sulku bunga yang



berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau

dapat diberikan kempensasi;

tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam

8EKK;

f. ganti rugl dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam
adendum kontrak;

g pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK,
apahila penyedia telah mengajukan taginan disertai perhitungan
dan data-data.

e

§7 Penangguban 57.1 PPK dapat menangguhkan pembayvaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualoya,

57.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan vang jelas
mengenal penangguhan  tersebut  Penvedin diberi kesempatan
urituk memperbaiks dolam jangka waktu tertentu.

57.3 Pemhbayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporai
kegapalan atau kelalaian penyedia.

374 Jika dipandang perlu oleh PPK, penongguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan
dengan pengenaan dendsa kepada penvedia.

F. PENGAWASAN MUTU

58 Pengawasan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

dan pelaksanaan  pekerjaan vang  dilsksanakan  oleh  penvedin Apabila

Pemeriksaan diperlukan, PPK dapa: memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua  pelaksanzan
pekeraan yang dilaksanakan oleh penvedia.

G. PENYELESAIAN FERSELISIHAN

59 Penyelesaiam 59.1 Para Pihak hberkewajiban untuk herupaya sungguh-sungguh

Perselisihan menyelesaikan secara damai semua perselisinan yang timbul dan
atau berhubungan dengan Kentrak ini atau interpretasinva selama
atau setelah pelaksanaan pelerjaan ini.

59.2 Cara penyelesmian perselisihan atau sengkota antara para pihak
dalam Kontrak dapat dilabukan melalui musyawarah, arbitrase,
mediasgi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

60 [Itilkad Baik 60.1 Para pibak bertindak berdasarkan asas saling percaya vang
diseauaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

60,2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur
tanpa menonjolkan kKepentingan masing-masing pihak,

60,3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, mala
divpayakan tindakan wyang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prof. Dr. Margono Scckarjo Purwokerio PT. Samudra Medika Java

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

17



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

JI. Dr. Gurmibreg Mo, 01 Purwakantn 53146
Teip. (0281) 632708 Fa. (0261) 631015 E-mail © rsmawgonoi@jatengprov go.id

EYARAT-EYARAT KHUBUS KONTRAK |SBEK)

B. Walkil BSah
Para Pihak

C. Jenis
Hontzak

D. Tanggal
Berlaku
Kontrak

E. Jadwal
Pelaksanas
n
Pekerjaan

F. Standar

G. Pengepaka
o

H. Pengiriman

I. Transporta
=i

J. SBemhb
Terima

Alamal Para Pihak sebagal berikut:

Satuan Kerfa PPK:
Nama : RSUD Prof. Dr. Margono Sockarjo Purwokerto

Alsmat  :.J1. Dr, Gumbreg No. 1 Purwoierto
Telepon (028 1)632708
Website 0. v

Faksimili ; (0281)631015
Email  : ismargono@iatengpeoy.go.id

Penyedia

Nama  : PT. Samudra Medika Jaya

Alamat :.JL Puspowarno Raya No. 23A-B, Semarang
Telepon I

Website :-

Falsimili

Email : samudramediltajayaf@samudramj.com

Wakil Sah Para Pihak sebagai berilout;

Untuk PPK: Dr. Tri Huncore, MMR, NP 19650526 169703 1 006
Pangkat/Golongan Pembina Tinglat [/1V.b; Jabatan ; Direltur

Untuk Penvedia Jasa: Ninik Porwanitri Wasistl, Jabatan :  Direltur

PT. Samudra Medika Jaya

Kontrak Lumpsum untuk tahun anggaran 2020,

Kontrak mulai berlaku terhitung sejuk: 11 Februad 2020 sampai dengan
9 Juni 2020,

Penyedia harus menyelesadkan pekerjaan sclama @ 120 (sembilan pulub) hari
kalender

I Penyedia harus menyediakan alal Kesehatan yang telah memenuhi standar
[Baik dan berfungsi ).

2 Penyedia harus menyerahkan alat kesehatan dengan masa wakiu vang
telah tertuang dalam kontrade,

Pengepakan, penandoan den penyertaan dokumen dalam dan diluar paket
Barang harus dilakukan sebagai berikut : yang memadat.

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnyn yang harus diserahken oleh
Penvedia adalah : Buku Manual, COO, Kartu Garansi dan Faktur Pengiriman
Barang,

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima
Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungiawab atas
setiap biava yang diakibatkannya.

1, Barang harus diangkut sampal dengan Tempat Tujuan  Akhic
[¥AS R
2. Penyedia menggunakan transporiasl yang memadai,

Serah terima dilakukan pada ; RSUD Proyf. Dr. Margono Soekarfe Purwokerto J1.
Or. Gumbreg No. 1 Purwokerto.



P.

Pedoman

inm dan
Perawatan

Layanan
Tambahan

FPembayara
i Tagihan

Tindakan
Penyedia

Mensyarat

Persctujua
n PP

Kepemilika
n Dokumen

Sumber
Pemblayan

Pembayara
n Prestasi
Pekerjaan

1%

3. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesual dengan jenis dan mutu
barang vang ditetapkan dalam kontrek, PPK dan/atau Pejabat)Panitia
Pencrima Hasil Pekerjman berhak untuk menolak barang terscbut dan
penyedia atas bisya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau
menggant: barang tersebut,

Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/garansi berlalu seiama 1 (satu) tashun
setelah seraly terima barang

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnyva
bersamaan dengan uji fungsi/uji coba alat.

Penyedia harus menyedia layanan tambahan berupa : -

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan 3PP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan adalah 14 (empat belas] hari kalender terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan
diterima oleh PPK.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengelihan dan/atau Subkontrak dikenakan
sanksi pemutusan kontrak.

Tindakan lain cleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPE adalah: -

Penyedia diperbelehkan menggunakan salinan dolkumen dan piranti lunak yang
dihasilkan dari pekerjzan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut:
untuk keperluan pengadaan barang/jasa

PPK akan memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana vang diperlulean
schubungan dengan pemasangan alat,

Kontrak Pengadasn Barang ini dibiavai dari DPA-APBD REUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 Program Pelayanan Kesehatan,
Hegiatan Pemenuban Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Rujukan
[DAK) %kode rekening 1.02.1.02.03 18,0007.52,3.34.20 (Belanja MOdal
Peralatan dan Mesin - Penpgadaan Alat Kedokteran Gawat Dararat).

L. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sckaligus
2, Pembayaran berdasarkan mekanisme pengajuan S5PP/SPM LS
barang/jasa melalui BPEAD Provingi Jaws Tengah dengan ketenituan
sebagal berikur: Dibayarkan kepade PT. Samudra Medika Jaya, NPFWP.
Alamat Jl. Puspowarno Raya No,23 Semarang,
dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang
Utama, nomor rekening: NN -/ 1. PT. Samudma Medila Jaya
3. Dokumen penunjang vang dipersyvaratian untuk mengajukan tagihan
pembavaran prestasi pekerjaan:
Surat Permohonan Pembayaran Rengkap 5 (lima) asli bermaterai;
Kwitanai Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
Komntrak;,
Faktur Fengiriman Barang vang telah i tandatangani Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang ranghkap 6 (enam);
Berita Acarn Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Rangkap 5 (lima) asli
bermaterai;
Berita Acara Penerimaan Barang Rangkap 5 (lima) asli bermaterad;
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Ranghkap 5 (lima) asli
bermaterai;
h, Surat Pernyataan Pembelian Melalui e-purchasing pada splikasi e-
catalog alkes Hangkap 5 (ima) asl: bermaterai;
Surat Pernvataan Tidak Terlambat Rangkap 5 (lima) asli bermaterai;
Berita Acara Pembayaran Rangkap 5 {lima} asli bermaterad;
Resume Kontrak;
e-faktur Pajak;
. copy NPWP,;
Surat Keterangan Referenci Rekening Bank;

onow
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V. Pembayara
n denda
dan ganti

Jaminan
X. EKompensag

kontrak

Z. Penyelesai

Perselisiha

n

o. SPP LS Barang/Jasa;
p. 5PM LS LS Barang/Jasa;

1. Denda dikenakankepada penyedia apabila: Terjadi Keterlambatan
Pengiriman Barang.

2. Denda atau ganti rugi dikenakan kepada penyedia dengan cara dipotong
langsung dari pembayaran prestasi pekerjaan.

3. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu), maksimum 5% dari
harga kentrak

4. Ganti rugl dibavarkan kepada penyedia dengan cara: ditransfer ke
rekening penyedia

5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : 7 (tujuh)
han kerja

tidak diperlukan jamitan

Penvedia dapat memperoleh kompensasi jika:

a. PPK mengubah jadwal vang dapat memengaruhi pelakeanaan pekerjaan

b. Keterlambatan pembavaran kepada penyedialebih dar 15{lima  belas)
harisejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjeng vang tidak
diperselisihkan diterima oleh PPK

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan,

d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melalukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanskan pengujian ternyata tidak ditemukesn
kerusakan/ kegagalan [ penyimpangan.

. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari DPA-APBD RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020 Program Pelayanan
HKesehatan, Kegiatan Pemenuban Serana Prasarana dan Alat Kesehatan
Pelayanan Rujukan (DAK) kode rekening 1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3.34.20
(Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat
Darurat] APBD- Pengadaan Alat Kedokteran [Gawat Darurat] Bedside Monitor,
dengan nilai kontrak Rp. 1.930.505.640,- (Satu milyar sembilan ratus tiga
puluh juta lima ratus lima ribu enam ratus empat puluh rupiah)

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat
diselesaikan secara damail maka Para Fihak menetaplan lembaga penyelesaian
perselisinan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengheta :

“Sermua sengleta yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus
cleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANT) menurut peraturan peraturan
administrasi dan peraturan-peraturan  prosedur arbitrase BANI,  vang
keputusanya mengikat kedua belah pihak yang bersenghkets sebagai
keputusan tingkat pertama danterakhir. Para Plhak setuju bahwa sejumish
arbitrator adalah 3 | tiga | orang Masing-masing Pihak harus menunjuk
searang arbitrator dan kedua arbitrator vang di tunjuk oleh Para Pihak akan
memilih arbitratorketiga yang akan bertindak sehagai pimpinan arbitrator,”,

Umtuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prof. Dr. Margono Scekarjo Purwokerta FT. Samudra Medika Jaya
Pejabat Pembuat Komitmen [PPK)
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Paket pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

JI. Dr. Gurnbreg Mo. 01 Purwokerto 53146

Telp. (D281) 632708 Fax. (0281) 31015 E-mad : smargonod@iatengsroy go.id

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Lampiran Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK
sesual Surat Perjanjian nomar : (27 /BM-ALDOK APBD E/0005/1172020; Tanggal 11 Februari 2020

DAK [Gawat Darural) Bedside Monitor
RSUD Prof. Dr, Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut
- ; =
No. Nama Barang, Merek, Type Kuantitas m'g?ni‘;m Jumlah (Rp)
1 | Bedside Monitor B 321.750.240,00 1.930.505.640,00
Merk - Mihon Kohden =
Mama Produk ; SYIM TE23 +IEF+eiCO2
) JUMLAH TOTAL (Rp.) 1.930.505 640,00 |
= Terhilang : Satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima riby enam ratus empat puluh rupiah = |
Untuk dan atas nama Penyedia
FT. SBamudra Medika Jaya

Untuk dan atas nama

REUD Prof, Dr. Margono Seekarjo Purwokerto
Pejabat Pembuat Komitmen [PPK)
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PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONQ SOEKARJO PURWOKERTO
JL Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53145
Telp. (0281) 632708 Fax, (0281) 631015 E-mad : smargoncfiatengonov.god

Larmnpiran Svarat-Byarat Khusus Kontrak [SSKK)
seaual Sural Perjanjian nomor @ 027 /BM-ALDOK APBD E/0005/11/2020; Tanggal 11 Februari 2020
Paket pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran DAK
{Gawat Darurat) Bedside Monitor
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut :

| Ha. Nama Barang, Merek, Type | Buantitas Hul;l‘;';u“n Jumlah (Rp|
1| Bedside Monfor B 321,750.940.00 1,530,505 640,00 |

Mark - Nihon Kohden

Nama Procuk : SVM 7823 +IBB+eicoz |

JUMLAH TOTAL (Rp.) 1.930.505.840,00

= Terbilang : Satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima riby enam ratus empat puluh rupiah =

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto PT. Samudra Medika Jaya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dr. ro, HMIME. HMini 1trl Wasisti
Prmbing Tinglat [ Direkiur Utama
NIP. f}?ﬁ&DEQ& 199703 1 006
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